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ABSTRACT 

 

 

 Land tenured in forest areas by the community is a dilemma problem 

because the forest area contains economic, ecological, social and political aspects. 

One side is the forest area needs to be conserved, but in another sides asset security 

and community access need to be properly accommodated so that it does not ended 

in conflict. The government has bridged these problems through the PPTKH 

scheme (Settlement of Land Tenure in Forest Areas) within the framework of 

agrarian reform in forest areas, but until now the implementation has not been 

resolved. 

 This paper intend to explain agrarian reform in the forest area of South 

Sumatera (Ogan Komering Ulu Districts) and describes how land tenured in forest 

areas is controlled by cimmunity. The next objective is to explain and share the 

information to the community to increase knowledge (capacity building) related to 

the process of identifying and procedures for realizing land in forest areas controlled 

by the community through Inventory and Verification of Land Tenure in Forest 

Areas (Inver PTKH). 

 To support this paper, the data was collected through qualitative methods 

with a semi-participatory approach. Tracking some data was done through semi-

participatory observation where the author participated in several activities directly 

in the ground. The implementation in the ground was carried out with the pre-

socialization activities of Inver PTKH using a learning by doing approach, where 

the community was given education related to Inver PTKH while at the same time 

identifying the controlled objects. 

 The results of the study shows that South Sumatra has potentials of 

agrarian reform in the forest area and runs it through two policies, one of them is 

the PPTKH scheme. In its implementation there are villages that are outside the 

Indicative Map of Allocation of Forest Areas for the Provision of Land Resources 

for Objects of Agrarian Reform (TORA) but it can still be proposed through Inver 

PTKH as long as they fulfill the requirements of legislation. The community 

actually understands that they need security of assets and access, but do not yet 

know the procedure for releazing land in the forest area that is controlled through 

Inver PTKH, so that it requires the transfer of information from other parties. 

 The PPTKH scheme has opened up "opportunities" for communities to 

provide asset security and access, but unfortunately land deteminations in forest 

areas are initiated through desk analysis without the knowledge of the community, 

so that there is a high possibility of distortion in their interpretation. Inver PTKH 

needs an active role from the community, so that the community needs information 

transfer and capacity building to be able to identify the objects that are controlled 

until they can submit a proposal for Inver PTKH collectively. 

 

Keywords: Agrarian Reform, Forest Area, PPTKH, Inver PTKH. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan pertanahan memegang peran penting terkait hak-hak 

masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu 

kebijakan penting tersebut adalah landreform1 yang telah berulang kali keluar 

masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan pertanahan nasional (Rachman 

2012, 3). Menurut Lipton, landreform adalah sebuah legislasi untuk 

meredistribusi kepemilikan serta mewujudkan klaim hak atas tanah dengan 

cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan (Lipton 2009, 328). 

Terkait hal tersebut, hubungan manusia dengan tanah merupakan hal yang 

sangat mendasar dan asasi (Winoto 2007b, 5), untuk itu negara wajib 

memberikan pengakuan terhadap hubungan manusia dengan tanah. 

Landreform adalah bentuk pengakuan negara atas kedudukan warga negara 

sekaligus merupakan pemenuhan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak 

warga negaranya (Rachman 2012, 3). Indonesia menjalankan landreform 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan sebutan 

UUPA). Penjelasan umum UUPA menyebutkan bahwa dalam Pasal 10 ayat 

(1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang menjadi dasar dari perubahan struktur 

pertanahan yang disebut landreform atau reforma agraria. Reforma agraria 

selayaknya dapat menjadi arus utama untuk mewujudkan pemenuhan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur 

penguasaan tanah.  

                                                           
1 Landreform merupakan sebuah kebijakan pertanahan yang dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa landreform disebut juga agrarian 

reform atau reforma agraria. Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebutkan sebagai reforma 

agraria. 
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Reforma agraria mulai diletakkan sebagai pondasi oleh Soekarno 

setahun setelah diundangkannya UUPA atau sejak tahun 1961 (Winoto 

2007a, 770-771). Namun kemudian sempat “dibekukan” oleh Soeharto dan 

mulai bergeser menjadi program transmigrasi dan revolusi hijau (Wiradi 

2009b, 86, Salim, Dewi & Mahardika 2015, 56-57). Semangat reforma 

agraria mulai tumbuh kembali dengan adanya Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR 

No.IX/MPR/2001) walaupun dalam perjalanannya masih tersedat-sendat 

(Wiradi 2009, 132). 

Reforma agraria mulai dilakukan dengan dengan berbagai kegiatan 

pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai 

wujud konsentrasi pemerintah dalam reforma agraria (Wiradi 2009, 132-

133). Joyo Winoto yang saat itu memimpin Badan Pertanahan Nasional 

(BPN)2 mengambil peran penting dalam mendukung cita-cita reforma 

agraria. Joyo Winoto mengusung reforma agraria dengan menata penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) kemudian juga 

ditambahkan dengan access reform (Winoto 2007a, 777).  Selain itu, Joyo 

Winoto juga merancang dan menjalankan Program Pembaruan Agraria 

Nasional (PPAN) yang berupa redistribusi tanah dengan objek berupa tanah 

negara, hutan konversi dan tanah-tanah terlantar (Rachman 2012, 102-104). 

Joyo Winoto mulai menyentuh area kehutanan dalam pelaksanaan reforma 

agraria. Namun sangat disayangkan karena tidak mendapat dukungan 

khususnya Kementerian Kehutanan3 (Luthfi 2018, 143). 

                                                           
2 Badan Pertanahan Nasional (BPN) berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Selanjutnya 

dalam tulisan ini akan disebut sebagai Kementerian ATR/BPN. 
3 Tahun 2015 Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup 

menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya dalam tulisan ini 

akan disebut sebagai KLHK. 
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Reforma agraria mulai bersinggungan dengan kawasan hutan secara 

serius setelah adanya penolakan terhadap beberapa pasal dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) 

oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta anggotanya 

(Siscawati 2014, 13).  AMAN menuntut adanya penyematan hutan negara 

terhadap hutan adat yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adat. Tuntutan 

tersebut dijawab dengan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 35/PUU-

X/2012 (PMK No. 35/PUU-X/2012) yang menyatakan perubahan mendasar 

yang memberi batasan terkait hutan adat dengan hutan negara. 

Terbitnya PMK No. 35/PUU-X/2012 melandasi pemikiran perlunya 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat. Hal 

ini perlu mendapat perhatian penting karena penguasaan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait yuridis, fisik, sosial 

ekonomi bahkan permasalahan kelembagaan (Sutaryono & Gumelar 2018, 

32-35). Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor. 79 Tahun 2014, Nomor. Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor. 

17/Prt/M/2014 dan Nomor. 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (yang lebih dikenal 

dengan sebutan Perber 4 Menteri). Namun dalam pelaksanaannya juga masih 

terkendala dengan adanya ego sektoral dan posisi status hukum Perber 

dianggap kurang kuat sehingga perlu menaikkan status Perber menjadi 

Perpres (Wibowo dkk. 2017, 2).   

Kebutuhan mendasar terkait payung hukum tersebut dijawab dengan 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres No. 88 Tahun 2017). 

Perpres No. 88 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diatasi melalui skema 

PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan). Untuk itu, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) mengeluarkan 

lokasi prioritas yang akan dijadikan target PPTKH pada awal tahun 2018, lalu 
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keluar 159 nama kabupaten/kota dari 26 provinsi dengan target 1.690.327 

hektar (Utami, Salim & Mujiati 2018, 42). Namun sejak diterbitkannya 

Perpres No. 88 Tahun 2017 hingga saat ini (Oktober-November 2018) belum 

ada kabupaten yang berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH). Padahal pada akhir 

bulan April 2018 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi 

dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Permenko No. 3 

Tahun 2018) sudah keluar, sehingga semestinya bisa langsung dikerjakan 

oleh pemerintah pada level kabupaten dengan pihak-pihak yang ditunjuk, 

yakni KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan stakeholder lainnya (Salim, 

Pinuji & Utami 2018, 183). 

Keadaan tersebut dapat menimbulkan beberapa kegentingan antara lain 

pertama, masyarakat masih dapat menguasai dan memanfaatkan tanah 

kawasan hutan dengan status tanah yang belum memiliki kepastian hukum, 

sedangkan keamanan aset dan akses masyarakat terhadap hutan sebagai lahan 

penghidupan belum diwadahi dengan baik sehingga dapat berujung pada 

konflik. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara aktual terdapat hubungan 

yang saling membentuk antara penguasaan klaim kawasan hutan dan 

kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah yang berada di kawasan hutan 

(Rachman 2014, 33).  

Keadaan tersebut dapat menimbulkan beberapa kegentingan antara lain 

pertama, masyarakat masih dapat menguasai dan memanfaatkan tanah 

kawasan hutan dengan status tanah yang belum memiliki kepastian hukum. 

Penguasaan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

berkorelasi dengan kriminalisasi atas akses masyarakat terhadap tanah yang 

berada di kawasan hutan (Rachman 2014, 33). Maka dari itu, keamanan aset 

dan akses masyarakat terhadap hutan sebagai lahan penghidupan perlu 

diwadahi dengan baik sehingga klaim terhadap kawasan hutan oleh 

masyarakat tidak berujung pada konflik. 
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Kedua, negara harus aktif dalam membangun serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pelaksanaan reforma agraria 

dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar sesuai Nawacita. Apabila 

rencana tersebut tidak segera direspons oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) termasuk 

Kementerian ATR/BPN, maka tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi 

Kementerian ATR/BPN yang melewatkan momentum tersebut dan juga akan 

mengalami kerugian (Salim, Pinuji & Utami 2018, 185). “Karena ujung dari 

PPTKH adalah redistribusi, kecuali lahan-lahan yang ditentukan dengan 

skema lain seperti Perhutanan Sosial, resettlement, dan tukar menukar 

kawasan hutan” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 43). Apabila Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan belum dilepaskan dan belum 

ditetapkan, maka Kementerian ATR/BPN belum dapat melakukan proses 

redistribusi tanah, sehingga target 4,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019 

terkait reforma agraria yang bersumber dari pelepasan tanah kawasan hutan 

masih belum terlaksana (Utami, Salim & Mujiati 2018, 83). Dengan 

demikian, maka Kementerian ATR/BPN harus menjalankan perannya 

sebagai Tim Inver PTKH yang sangat strategis sebagai aktor dalam 

menfasilitasi redistribusi tanah untuk menekan adanya kemungkinan berbagai 

macam bentuk konflik. “Posisi strategisnya adalah tingkat kemanfaatan 

lahan, karena yang akan dikelurkan benar-benar lahan masyarakat yang sudah 

menjadi lahan tinggal dan lahan perkebunan yang sudah dimanfaatkan” 

(Salim, Pinuji & Utami 2018, 184). Redistribusi lahan atau pemberian akses 

atas kawasan hutan negara merupakan salah satu muara dari penyelesaian 

konflik agraria (Kantor Staf Presiden 2017, 26). 

Ketiga, salah satu tujuan Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Permenko No. 

3 Tahun 2018 adalah untuk menyelesaikan tanah-tanah masyarakat dalam 

kawasan hutan dengan target permukiman, fasum-fasos, dan lahan garapan 

sekitar pemukiman (Utami, Salim & Mujiati 2018, 41). Amanat besar tersebut 

“dipangku” oleh pemerintah provinsi (Pemprov), aparat pemerintah setempat, 

Kementerian ATR/BPN, dan KLHK termasuk Balai Pemantapan Kawasan 
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Hutan (BPKH) yang kemudian dilebur menjadi Tim Inver PTKH. 

Kementerian ATR/BPN dan KLHK tahun ini mengagendakan Inver PTKH 

dengan tujuan lahan-lahan penghidupan dan penguasaan masyarakat dapat 

dikeluarkan dengan melakukan perubahan tata batas wilayah hutan (Salim, 

Pinuji & Utami 2018, 183). “Tanpa perubahan tata batas, ada potensi tumpang 

tindih dalam pengaturan dan tata kelolanya, karena perubahan fungsi hutan 

semakin lama akan semakin meluas” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 25). 

Keempat, Inver PTKH dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan 

dari masyarakat secara kolektif. Padahal, sebagian besar masyarakat belum 

begitu paham terkait tata laksana Inver PTKH tersebut. “Pendampingan 

terhadap masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan juga sangat terbatas, 

sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap status 

penguasaan hak atas tanah dalam kawasan hutan” (Utami, Salim & Mujiati 

2018, 83). Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, 

salah satunya dengan membangun capacity building-nya. Pengajuan 

perubahan tata batas kawasan hutan dilakukan secara holistik, artinya tidak 

bisa hanya desa per desa, namun menyeluruh dalam satu kabupaten dan hanya 

bisa dilakukan satu kali serta dibatasi oleh waktu, sehingga jika Pemprov, 

KLHK, dan Kementerian ATR/BPN melewatkan, maka masyarakat yang 

berharap lahannya dikeluarkan dari kawasan hutan akan tertutup 

kemungkinan untuk mengajukan perubahan tata batas kawasan hutan (Salim, 

Pinuji & Utami 2018, 184). “Intinya keterlambatan dari masyarakat salah 

satunya diakibatkan ketiadaannya pendamping yang memadai untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata cara 

mengusulkannya” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 43). Untuk itu, 

Kementerian ATR/BPN juga harus proaktif dalam menyambut persoalan ini 

karena pemprov sudah memfasilitasi sekaligus menjamin keterlibatan 

masyarakat dalam menciptakan tanah sebagai TORA (Salim, Pinuji & Utami 

2018, 184). 

Melihat realitas tersebut, penulis meyakini perlu dorongan dan transfer 

pengetahuan kepada masyarakat yang selama ini menguasai tanah kawasan 
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hutan agar masyarakat mengerti dan memahami bahwa tanah yang selama ini 

mereka kuasai sebenarnya dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan 

mengajukan permohonan kepada Tim Inver PTKH. Hal ini dapat dilakukan 

dengan sosialisasi kepada masyarakat secara serentak disemua pedesaaan 

dalam satu kabupaten yang penguasaan tanahnya masuk dalam kawasan 

hutan. Dalam sosialisasi tersebut juga perlu diberikan edukasi dan 

pendampingan terhadap tahapan yang perlu dilakukan saat proses 

permohonan Inver PTKH (Utami, Salim & Mujiati 2018, 84). 

Kerja-kerja di atas semestinya tidak lagi menempatkan masyarakat 

sebagai penerima program pembangunan semata, tetapi ditempatkan sebagai 

pelaku atau subjek pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan 

Inver PTKH yang baru dapat dilaksanakan setelah ada pengajuan dari 

masyarakat sesuai dengan Pasal 21 Perpres No. 88 Tahun 2017. Kemudian 

dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara bottom up sebagaimana 

diatur dalam Bab II Lampiran Permenko No. 3 Tahun 2018. Maka masyarakat 

diharapkan dapat melengkapi berkas permohonan seperti identitas, surat 

keterangan serta sketsa tanah secara sederhana. Faktanya bukan hal yang 

mudah untuk menjawab tantangan bagaimana merealisasikan keterlibatan 

masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga mampu merespons 

peluang yang diberikan oleh negara dan meminimalisir resiko. Untuk itu 

diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan 

kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan 

pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Mulyadi 2013, 224). 

Pengembangan kapasitas masyarakat akan meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Inver PTKH. Menurut 

Pokharel partisipasi masyarakat lokal diperlukan untuk meningkatkan 

kebelanjutan model kehutanan yang berbasis masyarakat (Pokharel dkk. 

2015, 78, Pujo dkk. 2018, 120). Dengan demikian, maka upaya melibatan 

masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan semakin mudah. 
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Pengembangan kapasitas masyarakat sangat erat hubungannya dengan 

karakteristik masyarakat. “Community capacity building in forest 

management is done by involving individual interaction mechanisms within 

a community” (Pujo dkk. 2018, 122). Harus disadari bahwa pada dasarnya 

masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait aspek budaya, 

geografi, sosial, politik, dan demografi. Oleh karena itu, pengembangan 

kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan 

tertentu seperti Inver PTKH selayaknya disesuaikan dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan identifikasi 

secara mandiri tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan sebagai 

TORA. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengalaman 

pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan di suatu komunitas 

masyarakat belum tentu dapat digunakan di komunitas masyarakat yang lain 

sehingga dalam melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat perlu 

memperhatikan karakteristik masyarakat. 

Isu sentral penelitian ini adalah mengenai identifikasi tanah masyarakat 

yang berada pada kawasan hutan sebagai TORA sesuai dengan SK Nomor 

8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi 

Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) (Revisi III) (SK Menteri LHK No.8716/2018). SK Menteri LHK 

No.8716/2018 merupakan pedoman yang dipakai oleh pihak kehutanan baik 

BPKH Wilayah II maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk 

melakukan Inver PTKH. Pada tahun 2019 target Inver PTKH Provinsi 

Sumatera Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) kabupaten dengan luas mencapai ± 

36.882,78 hektar. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Banyuasin, 

Kabupaten Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Target 

Inver PTKH di Kabupaten OKU mencapai 12.807,88 hektar. Kabupaten 

OKU memiliki tiga kriteria Inver PTKH yaitu lahan garapan berupa sawah 

dan tambak rakyat seluas ± 332,86 hektar. Kemudian permukiman, fasos dan 

fasum seluas ± 476,06 hektar. Dan yang terakhir adalah pertanian lahan 

kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat 
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seluas ±11.998,96 hektar (Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera 

Selatan 2018a). 

Potensi TORA yang dimiliki oleh Kabupaten OKU membuka jalan 

untuk dilakukan Inver PTKH yang bermuara pada pengakuan hak masyarakat 

dan terlaksananya program strategis Kementerian ATR/BPN terkait 

redistribusi tanah. Namun hal tersebut harus diawali dengan pengajuan 

permohonan dari masyarakat untuk dilakukan Inver PTKH yang sampai saat 

ini belum ada pengajuan permohonan dari masyarakat kepada Tim Inver 

PTKH. Tentu saja hal ini dapat menghambat pelaksanaan reforma agraria di 

daerah yang memiliki potensi sebaran TORA seperti di Kabupaten OKU 

Provinsi Sumatera Selatan. Padahal Sumatera Selatan merupakan salah satu 

pilot project kegiatan Inver PTKH serta menjadi contoh dalam melakukan 

kebijakan-kebijakan penyelesaian permasalahan kawasan hutan (Utami, 

Salim & Mujiati 2018, 81). Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait tata cara mengusulkannya dengan melakukan kegiatan 

identifikasi terkait tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan 

sehingga dapat menumbuhkan peningkatan kapasitas masyarakat.  

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian 

sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul ”Reforma Agraria di Kawasan 

Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan satu 

persoalan pokok dalam kajian ini yakni, “fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh 

masyarakat jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu dibutuhkan upaya 

penyelesaian untuk mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan akses 

masyarakat tersebut”. Skema PPTKH membuka peluang untuk mewujudkan 

upaya keamanan maupun penguatan aset dan akses dimaksud. Persoalan 
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pokok di atas dapat dijelaskan lebih jauh dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kunci yaitu: 

1. Apakah yang dimaksud dengan reforma agraria di kawasan hutan? 

2. Bagaimanakah proses lahirnya TORA di kawasan hutan? 

3. Apakah kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka menuju terwujudnya 

keamanan maupun penguatan aset dan akses atas tanah yang berada dalam 

kawasan hutan?  

4. Bagaimanakah proses mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan 

akses dengan cara mengeluarkan tanah masyarakat dalam kawasan hutan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Mendeskripsikan reforma agraria di kawasan hutan; 

b) Menggambarkan proses lahirnya TORA di kawasan hutan; 

c) Menjelaskan dan mentransfer informasi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan (capacity building) terkait Inver PTKH; 

dan 

d) Menjelaskan proses identifikasi dan tata cara mengeluarkan tanah 

dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

akademis maupun praktis, yaitu: 

a) Kegunaan akademis yaitu memperluas pengetahuan yang berkaitan 

dengan isu reforma agraria “kawasan hutan” khususnya Inver PTKH; 

b) Kegunaan sosial yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan mengenai 

kondisi yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan 

Inver PTKH sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang serta 

potensi yang dimiliki; 

c) Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian 

ATR/BPN mengenai Inver PTKH dalam kerangka mempercepat 

pencapaian redistribusi tanah; dan 

d) Kegunaan praktis untuk membantu masyarakat dalam mengajukan 

permohonan Inver PTKH secara kolektif. 



168 

BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Reforma agraria di kawasan hutan merupakan cita-cita dari agenda 

kelima Nawacita, dimana salah satu sumber TORA berasal dari pelepasan 

kawasan hutan. Reforma agraria di kawasan hutan dapat dijalankan melalui 

skema PPTKH. Skema PPTKH merupakan upaya percepatan penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Reforma agraria di kawasan hutan merupakan kebijakan untuk 

mewujudkan keadilan terkait aset dan akses yang sumbernya berasal dari 

kawasan hutan melalui skema PPTKH sesuai dengan arahan Perpres 

No.88 Tahun 2017. Reforma agraria mulai “menyentuh” kawasan hutan 

saat dijalankannya PPAN melalui kegiatan redistribusi tanah dengan salah 

satu objeknya berupa hutan konversi, meskipun program tersebut 

tersendat-sendat dalam pelaksanaannya. Diterbitkannya PMK No. 

35/PUU-X/2012 sebagai jawaban dari gugatan terhadap UU No. 41 Tahun 

1999 semakin menguatkan pondasi akan dilaksananya reforma agraria di 

kawasan hutan. Reforma agraria kemudian diperluas maknanya 

sebagaimana tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki potensi reforma agraria di kawasan hutan 

dengan sumber TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah 

transmigrasi yang belum bersertifikat, HGU yang telah berakhir dan tidak 

diperpanjang serta tanah terindikasi terlantar. Potensi reforma agraria di 

kawasan hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan kemudian 

ditindaklanjuti dengan menjalankan program reforma agraria di kawasan 

hutan melalui dua kebijakan, salah satunya adalah dengan skema PPTKH. 

2. Lahirnya TORA di kawasan hutan dilakukan berdasarkan Permen LHK 

No.17/2018 melalui pelepasan kawasan hutan. Sumber TORA dari 

pelepasan kawasan hutan didapatkan melalui identifikasi kawasan hutan 
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yang lokasinya mengacu pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan 

untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi III). Mekanisme penyediaan 

sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan diperoleh melalui pelepasan 

kawasan hutan atau perubahan batas kawasan hutan. Pola penyelesaian 

penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan sebagai TORA 

dapat ditempuh melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar 

kawasan hutan, perhutanan sosial atau resettlement. 

3. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

dapat diselesaikan melalui skema PPTKH. Skema PPTKH dapat berjalan 

apabila masyarakat menerima informasi terkait Inver PTKH dengan baik. 

Pendampingan juga diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan 

identifikasi di lapangan. Apabila kedua hal tersebut dapat dilakukan, maka 

transfer informasi akan lebih mudah dan dapat meningkatkan capacity 

building, sehingga dapat mempercepat proses identifikasi di lapangan 

untuk mengusulkan permohonan Inver PTKH secara mandiri. 

4. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berupa permukiman dapat 

diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan tata 

batas dengan mekanisme Inver PTKH. Tata cara pelaksanaan perubahan 

tata batas untuk permukiman diawali dengan mengajukan permohonan 

Inver PTKH secara kolektif kepada bupati kemudian diproses oleh Tim 

Inver PTKH sampai dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut 

kemudian diajukan oleh gubernur kepada Tim Percepatan PPTKH. 

Apabila rekomendasi yang diajukan oleh gubernur disetujui, maka akan 

diterbitkan surat keputusan perubahan batas yang ditindaklanjuti dengan 

kegiatan redistribusi tanah. 

Skema PPTKH perlu dilakukan karena selama ini terdapat 

masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan dalam waktu yang 

lama, dan sebenarnya pemerintah mengetahui akan hal tersebut. Mereka 

diakui sebagai suatu desa yang masuk dalam wilayah administratif namun 

faktanya desa tersebut masih dalam kawasan hutan. Pembangunan 

infrastruktur oleh pemerintah yang dilakukan pada desa dalam kawasan hutan 

merupakan indikasi bahwa pemerintah setempat mengakui keberadaannya. 
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Namun pemerintah seolah melakukan “pembiaran” atas penguasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat tersebut. 

“Pembiaran” atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang 

dilakukan oleh masyarakat dapat diminimalisir apabila pemerintah mampu 

mengidentifikasi masyarakat dalam kawasan hutan dan mencanangkan tata 

batas kawasan hutan saat mengakui suatu wilayah merupakan desa dalam 

kawasan hutan. Selama ini penetapan kawasan hutan berdasarkan identifikasi 

yang dilakukan oleh pemerintah merupakan penetapan secara sepihak tanpa 

melibatkan partisipasi masyarakat. Apabila masyarakat dan stakeholder 

setempat dilibatkan dalam melakukan proses identifikasi awal sebelum 

dilakukan penetapan kawasan hutan, maka hasilnya akan lebih sesuai dengan 

fakta di lapangan dibandingakan hanya dengan menggunakan metode desk 

analysis semata. 

Masyarakat menyadari bahwa lahan penghidupan mereka perlu 

mendapat pengamanan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh 

masyarakat. Walaupun skema PPTKH telah membuka “peluang” bagi 

masyarakat, namun faktanya belum banyak masyarakat yang mengetahuinya, 

sehingga masyarakat belum dapat mengindentifiksi objek yang mereka 

kuasai dalam kawasan hutan. Untuk itu diperlukan transfer informasi kepada 

masyarakat terkait pelaksanaan skema PPTKH melalui Inver PTKH, salah 

satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi. Masyarakat akan lebih 

mudah memahami proses identifikasi apabila sosialisasi dilakukan dalam 

bentuk learning by doing.  

Strategi semi partisipatif dengan model kerja lapangan yang 

menerapkan learning by doing dapat mendorong masyarakat untuk 

melakukan identifikasi secara mandiri, kemudian mengajukan permohonan 

Inver PTKH melalui Tim Inver PTKH sampai pada akhirnya tanah 

masyarakat tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Terkait 

pelaksanaan di lapangan, masyarakat sebenarnya membutuhkan peningkatan 

kapasitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehinga 

dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Inver PTKH secara mandiri dan 

berkelanjutan. 
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B. Saran 

Dalam pelaksanaan identifikasi tanah dalam kawasan hutan perlu 

dilakukan edukasi oleh stakeholder terkait. Hal ini mengingat bahwa pada 

dasarnya masyarakat membutuhkan transfer informasi terkait identifikasi 

tanah dalam kawasan hutan khususnya Inver PTKH. Selain itu, perlu 

dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan permohonan 

Inver PTKH sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Inver PTKH merupakan program antarsektor yang perlu mendapat 

dukungan dari seluruh anggota Tim Inver PTKH khususnya dari Kementerian 

ATR/BPN. Inver PTKH bermuara pada redistribusi aset, distribusi aset, serta 

legalisasi aset yang merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN sesuai 

Permen ATR/KBPN Nomor 25 Tahun 2015. Permen ATR/KBPN Nomor 25 

Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki sasaran 

untuk menyediakan sumber TORA dengan arah kebijakan berupa redistribusi 

tanah dengan strategi koordinasi lokasi redistribusi tanah serta menjamin 

pelaksanaan distribusi hak atas tanah. 

Inver PTKH hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu kabupaten, 

namun informasi terkait Inver PTKH belum sepenuhnya sampai kepada 

masyarakat, sehingga kemungkinan terdapat desa yang terlewatkan untuk 

mengusulkan. Fakta ini menggambarkan bahwa sebenarnya Pasal 21 Perpres 

No. 88 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali. Selanjutnya, pelaksanaan Inver 

PTKH akan menjadi lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan secara 

kadastral, mengingat salah satu anggotanya adalah kantor pertanahan 

setempat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 22 

Perpres No. 88 Tahun 2017 agar proses kerja di lapangan lebih efektif dan 

Tim Inver PTKH cukup sekali turun ke lapangan. 

Permasalahan terkait sulitnya mengidentifikasi tanah masyarakat 

dalam kawasan hutan melalui desk analysis perlu dipecahkan. Salah satunya 

adalah dengan melakukan identifikasi melalui remote sensing. Kemudian 

dilakukan time series analysis dengan metode object basic classification. 

Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait time series analysis dengan 

metode object basic classification tersebut. 
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